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ABSTRAK 

 

Asuransi merupakan sebuah produk untuk menjamin resiko dari pihak – pihak yang 

mengalami kerugian dalam kegiatannya atau pada saat menjalankan usahanya. 

Semakin berkembangnya lingkup usaha di dalam masyarakat maka produk asuransi 

juga semakin diminati oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatannya atau 

usahanya. Salah satu produk asuransi yang banyak diminati adalah surety bond.  

Surety bond memberikan jaminan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 

pelaksana kerja (principal) berdasarkan permintaan pemberi pekerjaan (obligee). 

Pemberi pekerjaan membutuhkan jaminan bila pelaksana kerja tidak dapat 

menjalankan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian dengan pelaksana kerja. Pihak 

ketiga akan memberikan jaminan terlebih dahulu terhadap pemberi pekerjaan jika 

pelaksana kerja melakukan wanprestasi. Hak dan kewajiban yang ada di dalam 

perjanjian surety bond penting untuk diketahui agar semua pihak dalam perjanjian 

surety bond tidak merasa dirugikan. Berdasarkan penelitian ini, penulis berpendapat 

bahwa hak dari parusahaan asuransi atau pihak surety tetap harus dijamin agar tidak 

mengalami kerugian. Perusahaan asuransi tetap harus mendapatkan ganti biaya 

yang telah mereka keluarkan kepada pihak pemberi pekerjaan. Pelaksana kerja 

wajib memberikan ganti dari jaminan yang telah diberikan perusahaan asuransi 

kepada pemberi pekerjaan. 

Kata kunci: Surety bond, principal, obligee, wanprestasi
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Usaha asuransi adalah mekanisme yang menawarkan perlindungan atas potensi 

jika terjadi risiko di masa mendatang.1 Asuransi pada dasarnya adalah 

mekanisme pengalihan risiko dari individu atau perusahaan ke pihak asuransi, 

yang menanggung risiko dan memberikan perlindungan jika risiko tersebut 

terjadi.2 Berkembangnya dunia usaha membuat produk asuransi semakin 

diminati oleh banyak pelaku usaha di Indonesia. Hal ini dikarenakan produk 

asuransi memberikan jaminan yang lebih pasti terhadap pelaku usaha. Seiring 

dengan kemajuan di bidang usaha, pelaku usaha memerlukan jaminan untuk 

meminimalisir potensi risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan 

operasionalnya. 

Bentuk jaminan tersebut dapat berbentuk jaminan kebendaan, jaminan 

perorangan ataupun perjanjian garansi, yang diyakini akan dapat mengatasi 

potensi kerugian yang dialami oleh si pelaku usaha apabila kepercayaan yang 

diberikannya tersebut pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati dengan mitra bisnisnya.3 Surety bond adalah 

bentuk jaminan yang sangat dicari di sektor bisnis. Surety Bond adalah 

perjanjian  yang melibatkan tiga pihak: Penjamin (juga dikenal sebagai surety), 

principal (yang merupakan Pelaksana Proyek), dan obligee (yang merupakan 

Pemilik Proyek). Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan jaminan 

kepada obligee bahwa jika principal gagal memenuhi kewajibannya atau lalai 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikan, maka jaminan akan diberikan 

 
1 Aris Prio Agus Santoso, Indra Hastuti, Erna Chotidjah, Pengantar Hukum Asuransi, Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2022, hlm. 7. 
2 Ade Hari Siswanto, “Karakteristik Perjanjian Surety Bond Dalam Lingkup Hukum Asuransi”, 

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 179. 
3 Ade Hari Siswanto, “Perbandingan Hukum Antara Perjanjian Garansi (Indemnity) dengan 

Perjanjian Penanggungan Hutang ditinjau dari Konsep Hukum dan Pelaksanaannya”, Fakultas 

Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 183. 
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oleh pihak surety sebagai ganti rugi. Penjamin kemudian bertanggung jawab 

untuk memberikan kompensasi kepada obligee hingga batas maksimum yang 

ditentukan dalam jumlah jaminan yang diberikan oleh penjamin.4  

Surety Bond adalah jenis instrumen yang disediakan oleh perusahaan asuransi 

untuk memastikan bahwa pemilik proyek (obligee) dilindungi dan hak-hak 

mereka dilaksanakan dengan benar. Surety Bond adalah perjanjian tambahan 

yang melengkapi perjanjian utama antara principal dan obligee. Perjanjian 

pokok mengacu pada penyelesaian atau pelaksanaan hak dan tanggung jawab 

para pihak yang terlibat. Dengan demikian surety bond adalah perjanjian 

tambahan yang melengkapi perjanjian pokok.  

Surety bond merupakan produk inovatif perusahaan asuransi sebagai upaya 

pengambilalihan potensi risiko kerugian yang mungkin dapat dialami oleh 

suatu pihak atas kepercayaan yang diberikannya kepada pihak lain dalam 

pelaksanaan kontrak yang telah disepakati.5 Asosiasi Asuransi Umum 

Indonesia (AAUI) telah menetapkan syarat dan ketentuan standar untuk polis 

surety bond Indonesia terkait dengan pengadaan barang dan jasa konstruksi. 

Menurut Pasal 1 angka 1 dari syarat dan ketentuan standar polis standar surety 

bond AAUI untuk pengadaan barang dan jasa konstruksi, Surety Bond adalah 

suatu dokumen tertulis yang diberikan oleh Surety untuk memastikan Principal 

memenuhi kewajibannya kepada Obligee sebagaimana ditentukan dalam 

kontrak diantara mereka. Jika terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban, 

maka surety bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada obligee. 

Selanjutnya, surety berwenang meminta pembayaran kepada principal atas 

pembayaran jaminan. 

 
4 Margono Dwi Susilo, Penyelesaian Piutang Negara Dengan Jaminan Surety Bond, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13657/Penyelesaian-Piutang-Negara-Dengan-

Jaminan-Surety-Bond, diakses pada tanggal 11 April 2023 pkl 10.00 WIB. 
5 Ricardo Simanjuntak, Surety Bond dan Kepastian Hukum Penjaminan di Indonesia, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/surety-bond-dan-kepastian-hukum-penjaminan-di-

indonesia-hol4016/, diakses pada tanggal 11 April 2023 pkl 11.58 WIB.  

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13657/Penyelesaian-Piutang-Negara-Dengan-Jaminan-Surety-Bond
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13657/Penyelesaian-Piutang-Negara-Dengan-Jaminan-Surety-Bond
https://www.hukumonline.com/berita/a/surety-bond-dan-kepastian-hukum-penjaminan-di-indonesia-hol4016/
https://www.hukumonline.com/berita/a/surety-bond-dan-kepastian-hukum-penjaminan-di-indonesia-hol4016/
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Perjanjian surety bond yang biasa disebut dengan perjanjian terikat ini diatur 

juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

Undang-undang ini memberikan penjelasan yang tentang arti dari surety bond. 

Pasal 57 ayat 4 berbunyi:  

(1) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh 

lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan 

penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 57 ayat 4, yang dimaksud dengan 

“perjanjian terikat” (disebut juga surety bond) adalah jaminan asuransi yang 

dibuat antara penjamin dan pelaksana pekerjaan. Penjamin akan memberikan 

jaminan atas pelaksanaan tugas atau kewajiban pelaksana pekerjaan yang 

diberikan oleh pemilik proyek. Asuransi penjaminan ini awalnya disediakan 

oleh perusahaan yang khusus menangani asuransi kerugian. Namun sekarang 

beberapa perusahaan asuransi umum juga diperbolehkan mengeluarkan produk 

asuransi penjaminan atau dalam hal ini surety bond. 

Berdasarkan beberapa tulisan dan pendapat mengenai definisi surety bond di 

atas, surety bond dapat dikatakan sebagai perjanjian yang dibuat oleh 

perusahaan asuransi dalam hal ini perusahaan asuransi yang berperan sebagai 

penjamin dan pelaksana proyek sebagai terjamin untuk menjamin kepentingan 

pihak pemilik proyek apabila pelaksana proyek sebagai terjamin gagal atau 

tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok yang 

telah dibuat antara pelaksana proyek dan pemilik proyek. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa pemberian jaminan yang ada di dalam perjanjian surety 

bond bersifat sebagai perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok.  
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Pada umumnya ada empat jenis jaminan dalam perjanjian surety bond yang 

tercipta sebagai perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok antara pemilik 

proyek dan pelaksana proyek, yaitu:6 

1. Jaminan Tender (Bid Bond) 

Menjamin agar pelaksana proyek yang mengikuti proses tender benar – 

benar bertanggung jawab atas penawaran yang diajukannya. 

2. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) 

Penjamin wajib membayar sejumlah maksimum yang ditentukan dalam 

surat jaminan kepada Penerima Jaminan/Obligee apabila 

Terjamin/Principal gagal memenuhi kewajibannya menyelesaikan 

pekerjaan kepada Penerima Jaminan/Obligee sebagaimana tercantum 

dalam Kontrak antara Penerima Jaminan/ Obligee dan Terjamin/Principal. 

3. Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) 

Penjamin bertanggung jawab untuk membayar Obligee apabila 

Terjamin/principal gagal memenuhi kewajibannya mengembalikan sisa 

Uang Muka yang telah diberikan Obligee kepada Terjamin/Principal, 

sebagaimana tercantum dalam kontrak antara Penerima Jaminan/Obligee. 

dan Terjamin/Principal.  

4. Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) 

Penjamin/Surety bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh Penerima Jaminan/Obligee, sebagaimana tercantum 

dalam sertifikat jaminan, apabila Terjamin/principal gagal memenuhi 

kewajibannya untuk melakukan pemeliharaan atas pekerjaan yang telah 

selesai. 

Pada dasarnya, surety bond dan bank garansi sama, yang membedakan 

hanyalah sumber jaminannya. Dalam konteks perjanjian surety bond, 

penjaminnya adalah perusahaan asuransi, sedangkan dalam bank garansi, 

penjaminnya adalah perbankan. Sebelum menerbitkan surety bond, pihak yang 

 
6 Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, “Syarat dan Ketentuan Standar Surety Bond Indonesia 

Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi”, Jakarta, 2016.  
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bertanggung jawab melaksanakan proyek harus membuat Perjanjian Ganti 

Rugi atau disebut juga Indemnity Agreement. Perjanjian ini akan menjadi 

landasan untuk meminta ganti rugi atas klaim yang telah disetujui oleh pihak 

penjamin. Indemnity Agreement merupakan perjanjian yang menyatakan 

kesanggupan principal untuk membayar kembali ganti rugi kepada surety 

company atas klaim yang telah dibayarkan kepada pihak obligee. 

Perjanjian surety bond ini banyak digunakan untuk melengkapi suatu 

perjanjian pengadaan barang / jasa baik di bidang konstruksi maupun non 

konstruksi. Pemilik proyek akan memilih pelaksana proyek untuk mengerjakan 

proyek pengadaan barang / jasa. Untuk menjamin agar pelaksana proyek 

menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diminta oleh pemilik proyek, 

maka pemilik proyek meminta suatu jaminan agar pelaksana proyek 

menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah disepakati. Oleh karena itu 

pemilik proyek dan pelaksana proyek memutuskan untuk mengadakan 

perjanjian surety bond dengan perusahaan asuransi X / penjamin.  

Berdasarkan penjelasan di atas terciptalah bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Dapat dipahami pengertian dari para pihak pada suatu perjanjian surety bond 

adalah: 

1. Perusahaan Penjamin / Perusahaan Asuransi X (surety) 

2. Terjamin yaitu Pelaksana Proyek (principal) 

3. Penerima Jaminan yaitu Pemilik Proyek (obligee) 

Pelaksana 

Proyek / 

Principal 

Pemilik Proyek / 

Obligee 

Perusahaan 

Asuransi x / 

Penjamin / Surety 
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Berdasarkan bagan di atas dapat dipahami bahwa perusahaan asuransi x 

berperan sebagai penjamin kepada pihak pemilik proyek terhadap wanprestasi 

yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban pelaksana proyek. Hal 

tersebut bertujuan agar pemilik proyek percaya bahwa pelaksana proyek akan 

mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja di antara mereka. 

Perusahaan asuransi x akan menjamin dan memberikan rasa aman terhadap 

pemilik proyek. Lalu, apa yang akan didapatkan oleh perusahaan asuransi x 

dengan menerbitkan perjanjian surety bond? Perusahaan asuransi x akan 

meminta fee / biaya atas perjanjian surety bond yang mereka buat. Hal inilah 

yang menjadi keuntungan bagi perusahaan asuransi x. Perusahaan Asuransi x 

merupakan perusahaan asuransi umum. Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang No.  

40 Tahun 2014 terkait Perasuransian berisi tentang macam – macam lini usaha 

dari perusahaan asuransi umum. Pasal  2 ayat (1) tersebut bunyinya sebagai 

berikut: 

(1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan: 

a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi 

kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan 

b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum 

lain. 

Berdasarkan pasal tersebut timbul pertanyaan apakah perusahaan asuransi x 

mempunyai wewenang untuk mengeluarkan lini usaha suretyship ataupun 

surety bond. Hal ini ternyata diatur di dalam pasal 5 Undang - Undang No. 40 

Tahun 2014 terkait Perasuransian yang bunyinya sebagai berikut: 

(1) Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (21 serta 

Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat 

diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

(2) Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi 

Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa 

Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
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penambahan manfaat yang besamya didasarkan pada hasil 

pengelolaan dana. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup Usaha 

Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum 

Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Pasal tersebut memberikan kesempatan bagi perusahaan asuransi umum 

khususnya perusahaan asuransi x untuk bisa memperluas lini usahanya selama 

diperlukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang 

lain. Berkaitan dengan hal tersebut, POJK Nomor 69/POJK.05.2016 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, 

Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuranti syariah memperbolehkan 

perusahaan asuransi umum untuk bergerak di bidang usaha suretyship. 

Berdasarkan Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor PENG-

2/NB.211/2021 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-306/NB.2/2021 

perusahaan asuransi x mempunyai izin untuk memasarkan produk surety bond 

di dalam lini usahanya. Maka ketika pemilik proyek dan pelaksana proyek 

ingin mengadakan perjanjian surety bond untuk melengkapi perjanjian pokok 

antara mereka, perusahaan asuransi x dapat memberikan dan menerbitkan 

perjanjian surety bond tersebut. 

 

Maka timbul suatu pertanyaan bagaimana kedudukan / posisi 

pertanggungjawaban pihak pada surety bond jika ada wanprestasi yang 

dilakukan oleh pelaksana proyek terhadap pemilik proyek. Wanprestasi  

seorang debitur dapat berupa: 7 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 

b.  Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana  

dijanjikan 

c.  Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat  

 
7 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2010, hlm. 45. 
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d.  Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh  

dilakukannya 

 

Maka sesuai dengan isi perjanjian surety bond yang ada, perusahaan asuransi 

x akan menanggung jaminan uang muka atas wanprestasi yang dilakukan 

pelaksana proyek terhadap pemilik proyek. Yang terjadi kemudian pihak 

perusahaan asuransi x harus membayarkan jaminan uang muka kepada pihak 

pemilik proyek terlebih dahulu walaupun pihak pelaksana proyek belum 

menyerahkan pembayaran / jaminan tersebut kepada pihak perusahaan 

asuransi. Ketika perusahaan asuransi x telah menanggung jaminan uang muka 

terhadap pemilik proyek maka setelahnya perusahaan asuransi x mempunyai 

hak recovery atau hak ganti rugi yang ditagihkan kepada pelaksana proyek atas 

semua pembayaran jaminan yang dilakukan perusahaan asuransi x terhadap 

pemilik proyek. Masalah muncul ketika perusahaan asuransi x meminta ganti 

rugi atas pembayaran jaminan uang muka yang telah dilakukan oleh 

perusahaan asuransi x kepada pemilik proyek. Pelaksana proyek tidak dapat 

menyerahkan ganti rugi atas pembayaran jaminan uang muka yang telah 

diberikan oleh perusahaan asuransi x kepada pemilik proyek.   

 

Dalam situasi tersebut, tindakan hukum apa yang harus dilakukan oleh 

perusahaan asuransi x untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaksana proyek 

dan agar pelaksana proyek dapat mengganti pembayaran jaminan uang muka 

yang telah diberikan oleh perusahaan asuransi x kepada pemilik proyek. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu mengkaji mengenai 

pelaksanaan perjanjian surety bond pada perusahaan asuransi x. Penulis ingin 

mengkaji mengenai tindakan hukum yang dapat diambil oleh perusahaan 

asuransi x / surety company  jika ada keterlambatan pembayaran jaminan dari 

pihak pelaksana proyek. Maka dari itu penulis mengangkat masalah dengan 

judul: 

“Analisis Yuridis Pelaksanaan Jaminan Uang Muka Dalam 

Perjanjian Surety Bond Pada Perusahaan Asuransi X” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis, untuk membatasi pembahasan, 

maka masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian surety bond yang ada pada 

perusahaan asuransi x? 

2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

asuransi x jika pihak pelaksana proyek terlambat atau gagal menyerahkan 

ganti rugi atas pembayaran jaminan yang telah dikeluarkan oleh 

perusahaan asuransi x terhadap pemilik proyek? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui bagaimana mekanisme terciptanya suatu perjanjian surety 

bond antara para pihak principal (pelaksana proyek), obligee (pemilik 

proyek), dan surety company (perusahaan asuransi x); dan 

b. Mengetahui bagaimana tindakan hukum  yang dapat dilakukan oleh 

pihak perusahaan asuransi x jika ada wanprestasi yang timbul akibat 

tidak terpenuhinya kewajiban oleh pelaksana proyek kepada pemilik 

proyek dan hal tersebut mengakibatkan adanya pembayaran jaminan 

kepada pemilik proyek oleh perusahaan asuransi x sedangkan pihak 

pelaksana proyek belum menyerahkan jaminan tersebut kepada 

perusahaan asuransi x. 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan pembaca dan 

juga penulis mengenai esensi dari perjanjian surety bond dan memberikan 

pengetahuan khususnya kepada para pelaku usaha di bidang asuransi mengenai 

hak dan tanggung jawab yang berlaku di dalam suatu perjanjian surety bond 

yang tercipta. 
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1.4 Metode Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan yang disertai dengan azas pengetahuan, yakni 

untuk menghimpun dan menemukan hubungan – hubungan yang ada antara 

fakta-fakta yang diamati.8 Penulis akan menggunakan metodologi penelitian 

yuridis empiris untuk penelitian ini.  Kajian yuridis-empiris merupakan 

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan 

hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi di dalam masyarakat.9 Penelitian akan mengkaji mengenai perjanjian 

surety bond yang ada di perusahaan asuransi x dan dikaitkan dengan norma 

hukum / undang – undang yang berlaku di masyarakat.  

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum 

primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mengacu pada informasi 

hukum berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan, yaitu : 

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05.2016 yang 

secara khusus merujuk pada kegiatan usaha perusahaan asuransi, 

perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan 

reasuransi syariah. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang 

Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship. 

5. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-306/NB.2/2021 tentang Daftar 

Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Konsorsium 

Yang Memiliki Izin Memasarkan Produk Suretyship. 

 

 
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Peneliian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015, hlm. 3. 
9 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm. 134 
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Penulis memanfaatkan sumber hukum sekunder seperti dokumen - dokumen, 

buku, jurnal, serta data dan informasi yang berasal dari media yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan dan memanfaatkan sumber data tersier, 

khususnya definisi yang berasal dari kamus atau ensiklopedia. 

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan penelitian lapangan yaitu 

penelitian data dari Perusahaan asuransi X sebagai data primer (pendekatan 

empiris). Metode yang digunakan dalam melakukan Analisa data adalah 

dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan memaparkan data-data 

yang ada dan menganalisanya berdasarkan pengetahuan yuridis yang relevan 

dengan pokok permasalahan. 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB  I  Pendahuluan dijelaskan secara rinci mengenai ruang lingkup asuransi 

pada umumnya serta pengertian surety bond dan perbedaannya dengan asuransi 

pada umumnya. Pada bagian ini juga akan dibahas mengenai mekanisme awal 

mengenai pelaksaaan perjanjian surety bond. Bab ini terdiri dari latar belakang 

penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan rencana sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Surety Bond  

akan dijelaskan secara rinci mengenai definisi dari perjanjian pada umumnya 

dan teori teori yang berkaitan dengan perjanjian surety bond beserta dasar 

hukum yang mengaturnya  

BAB III Mekanisme Terciptanya Perjanjian Surety Bond Pada 

Perusahaan Asuransi X akan dijelaskan secara mendalam mengenai 

mekanisme atau langkah – langkah terciptanya perjanjian surety bond yang ada 

pada perusahaan asuransi x. Penulis juga akan menjelaskan mengenai jaminan 

apa saja yang ada atau tercipta selama perjanjian surety bond pada perusahaan 

asuransi x berlangsung.  
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BAB IV Analisis Tentang Pelaksanaan Jaminan Uang Muka Dalam 

Perjanjian Surety Bond Pada Perusahaan Asuransi X akan berisi mengenai 

analisa aspek pelaksanaan, penerapan, dan akibat hukum dari terciptanya 

perjanjian surety bond pada perusahaan asuransi x berdasarkan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku. 

 

BAB V Penutup berisi kesimpulan akhir dari penelitan yang akan dilakukan. 

Kesimpulan yang dihasilkan  dapat memberikan saran  -saran  bagi pihak 

yang terkait dalam penelitian ini. 
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